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ABSTRAK 

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislatif pada konstitusi Indonesia, hal ini 

menjadi pokok utama pembahasan pada tesis ini. Berdasarkan judul tersebut penulis merumuskan 

dua rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi 

legislasi berdasarkan konstitusi dan bagaimana batasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah 

dalam hal perancangan Undang-Undang. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu proses 

penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini mengkaji dengan cara mengumpulkan 

berbagai data sekunder seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis memakai Undang-Undang No 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 untuk menganalisa objek penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama Kedudukan DPD dalam 

fungsi legislasi berdasarkan konstitusi yaitu sebagai Lembaga negara legislasi yang mengimbangi 

fungsi dari DPR, hal ini dibuktikan bahwa DPR selalu menjalankan fungsingnya secara 

berkesinambungan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), baik dalam hal Rancangan Undang-

Undang sampai pelaksanaan Undang-Undang. Kedua bahwa Batasan kewenangan Dewan 

Perwakilan Daerah dalam hal Perancangan Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) hanya bisa menyerahkan usul rancangan Undang-Undang terkait permasalahan tertentu, 

seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pajak, APBN, 

pendidikan, dan agama. 

Kata kunci: Kedudukan DPD, Batas Kewenangan DPD, dan Konstitusi. 
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ABSTRACT 

The authority of the Regional Representative Council in legislative functions in the Indonesian 

constitution is the main topic of discussion in this thesis. Based on this title, the author formulates 

two problem formulations, namely what is the position of the Regional Representative Council in 

its legislative function based on the constitution and what are the limits of the authority of the 

Regional Representative Council in terms of drafting laws. 

In this research, the author uses a normative legal research method, namely a research process to 

discover legal rules, legal principles and legal doctrine in order to answer the legal issues being 

discussed. This research examines by collecting various secondary data such as documents, laws 

and regulations, and books related to the research object. In this research, the author uses Law No. 

17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, 

the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council and the 

1945 Constitution to analyze the research object. 

Based on the results of this research, it can be concluded that the first position of the DPD in its 

legislative function is based on the constitution, namely as a legislative state institution that 

balances the function of the DPR. This is proven by the fact that the DPR always carries out its 

functions continuously with the Regional Representative Council (DPD), both in terms of Bills. -

Law until the implementation of the Law. Second, the Regional Representative Council's authority 

limit in terms of drafting laws is that the Regional Representative Council (DPD) can only submit 

proposals for draft laws related to certain issues, such as regional autonomy, central and regional 

relations, formation, expansion and merger of regions, management. natural resources and other 

economic resources, taxes, APBN, education, and religion. 

Keywords: Position of DPD, Limits of DPD Authority, and Constitution. 

 

 


